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BAB VI  

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan 

Desa di Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo pada tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada Efektivitas Ketepatan Penentuan Waktu dalam melaksanakan pekerjaan 

pembuatan rabat jalan desa dan pembangunan tembok penyokong di Desa 

Lokalaba  belum optimal dan tidak efektif karena pekerjaan tidak diselesaikan 

tepat waktu sesuai dengan perencanaan penentuan waktu untuk menyelesaikan 

program tersebut. 

b. Pada Evektivitas dengan Ketepatan Perhitungan Biaya. Dalam menjalankan 

program di Desa Lokalaba adalah sesuai dengan anggaran yang dianggarkan 

dengan hasil pembangunan, karena adanya optimalisasi biaya yang 

memanfaatkan material dan Sumber Daya Alam Desa. Hal ini artinya tidak 

memakan anggaran yang lebih besar dan sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan.  

c. Pada Efektivitas dengan Ketepatan Pengukuran dalam  penggunaan dana desa 

dapat terlihat efektif karena pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat 

ukur yang dapat dipercaya sehingga pada panjang dan lebar rabat jalan sesuai. 

Pengukuran tersebut dilakukan oleh Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan Desa, 

anggota TPK dan diawasi oleh BPD.  
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d. Pada Efektivitas untuk Ketepatan Berpikir merupakan tindakan awal yang harus 

dilakukan sebelum mengambil tindakan dan keputusan selanjutnya. Para 

pengambil keputusan dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) bahkan para pengambil keputusan yang ada, 

tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan 

maupun pendekatan secara intern dengan pihak masyarakat terbukti pada saat 

pelaksanaan program tersebut ada yang menolak lokasinya untuk pembangunan. 

Artinya ketepatan berpikir seorang pemimpin dalam mengambil tindakan dan 

kebijakan sangatlah kurang efektif. 

 
 
 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

a. Agar efektivitas penggunaan waktu dalam melaksanakan program kegiatan 

yang dilaksanakan sebaiknya pemerintah melakukan pematangan program 

yang ada sebelum melaksanakannya, supaya terukur apa yang akan 

dilaksanakan serta membuat daftar rencana kerja agar ketika menemui 

masalah sehingga mudah dalam melakukan evaluasi untuk mencari solusi 

yang tepat. 

b. Dalam melaksanakan suatu program, perencanaan penggunaan anggaran sudah 

baik, tetapi harus dilakukan secara spesifik dan terperinci serta 

memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi seperti faktor cuaca 

maupun hal lainnya guna menghindari pembengkakan anggaran dalam suatu 

kegiatan. 
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c. Ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dikategorikan efektif 

untuk itu pemerintah seharusnya mempertahankan itu.  

d. Para pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah desa bersama BPD 

seharusnya berpikir secara lebih bijaksana agar dapat menganalisa dan 

mengkaji kembali setiap usulan maupun hasil musyawarah bersama yang 

merupakan aspirasi supaya kedepannya pemerintah tidak kesulitan dalam 

menentukan prioritas kegiatan. 
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